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Euthanasia memang akan selalu menciplakan polemik yang ndak 
berkesudahan. selarna belum ada kejeJasan dan pengaturan yang konkrit Pada 
akhimya skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. 	Euthanasia pasif dapat dilegalkan pelaksanaannya di Indonesia. mengingat 
euthanasia sendiri belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang­
undangan di Indonesia. 
2. 	Dengan dilegalkannya pelaksanaan euthanasia pasif di Indonesia, akan 
menimbulkan konsekuensi atau tuntulan adanya perubahan perundang­
undangan Indonesia. khususnya hukum pidana. 
4.2. Saran 
Agar real isasi euthanasia nantinya dapat bcrjalan scsuai dcngan polanya 
yang benar, maka penulis kiranya merasa perlu untuk memberikan saran sebagai 
berikut: 
I. 	Perlu adanya pengatumn yang je1as mengenai euthanasia, terkait di dalamnya 
adalah pengaturan yang memberikan batasan yang jelas antara euthanasia aktif 
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2. 	 Pengaturan mcngenai euthanasia pasif sebai~..nYI1 tidak dicantumkan daillm 
peraturan kode etik profesi saja, tetapi juga dalam. peraturan hukum, dalam hal 
ini yaitu undang-undang. 
3. 	 Bentuk pelcgnlisasian tcrsebut dapat berupa pelanggaran secnra jelas terhadap 
pelaksanaan euthanasia aktif, schingga nantinya secara a contrasio akan 
berakibat pembolehan bagi pelaksnnaan euthanasia pasif 
4. 	Perlu adanya pcnetapan tcntang batasan kewajiban untuk melakukan 
pengobatan lerhadap pasien penderita penyakit yang tidak dapat diobati dan 
parah menu rut hukum. Ini penting mengingat perlu diketahui secara iclas 
kapan penghentian pengobatan sebagai salah satu benluk dari euthanasia pasi f, 
dapat dilakukan. 
Di akhir penulisan, penulis ingin menekankan sekali lagi, bahwa legalisasi 
euthanasia pasif sebaiknya tidak dianggap sebagai kemunduran dari legitimasi 
hukum, karena idcalnya, hukum. yang baik adalah hukum. yang mam.pu 
mcngimbangi ritmc dan dinamika masyarakatnya, sehingga cita-eila hukum 
untuk m.engayomi masyarakatnya dapat terlaksana dcngan baik. 
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